BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN, SPP GANTI
UANG PERSEDIAAN, DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 7006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam Pasal 201, disebutkan bahwa
ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam

Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa pada Tahun Anggaran 2013 terdapat penambahan
Satuan Kerja Perangkat Daerah baru yaitu Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, yang
perlu diberikan dana dalam mengelola kegiatannya, dan
pembiayaannya dibebankan pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa sebagaiamana dimaksud pada huruf a dan b diatas
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan
Batasan Jumlah SPP Uang Persediaan, SPP Ganti Uang
Persediaan dan SPP Tambahan Uang Persediaan pada
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Indonesia Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1I di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3298);
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10.
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13.

.Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4301);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 T ahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1.32);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Daerah Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lapmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2010 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008
Nomor 11);

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2011
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi
Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN
JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN, SPP GANTI UANG
PERSEDIAAN DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2,

Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapan
dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/barang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi yang dipimpinnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang
bersifatpengisian kembali (revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.



10.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan
pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

11. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak
dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dan uang persediaan.

12. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan  oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

BAB II
PENGISIAN KAS

Pasal 2

Untuk pengisian kas pada awal tahun anggaran pada SKPD,
BUD dapat memberikan Uang Persediaan (UP) satu kali dalam
setahun, sedangkan untuk menggantikan Uang Persediaan
(UP) dapat diajukan Ganti Uang Persediaan (GU).

Pasal 3

(1) Penetapan besaran jumlah Uang Persediaan (UP)
berdasarkan perhitungan jumlah belanja langsung
dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang
dipihak ketigakan dikali 1/3 (sepertiga) sebagaimana
terlampir.

(2) Penetapan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
karena mempertimbangkan waktu pelaksanaan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

Pengisian kembali Ganti Uang (GU) dapat diberikan apabila
dana Uang Persediaan (UP) telah dipergunakan sebesar 30%
(tiga puluh persen) dan dapat dipertanggungjawabkan dengan
menyerahkan SPM-GU dan Rincian Penggunaan Dana.



(1)

Pasal 5

Uang Persediaan/Ganti Uang (UP/GU) dapat dipergunakan
untuk pembayaran jenis belanja pegawai dalam kelompok
belanja langsung.

Uang Persediaan/Ganti Uang (UP/GU) dapat dipergunakan
untuk pembelian barang dan jasa yang nilainya maksimal
Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Dengan diberlakukannya ketentuan pada ayat (1)
sebagaimana dimaksud di atas maka ketentuan pada
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara pada lampiran C angka romawi V
tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
yang berbunyi pembayaran kepada pihak ketiga dibawah
Rp. 10.000.000,00 bisa dilakukan dengan UP/GU/TU
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan (UP) tidak
mencukupi sedangkan SKPD  yang bersangkutan
memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan/
pelaksanaan sangat mendesak, maka SKPD dapat
mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

Pengajuan Tambahan Uang persediaan (SPP-TU) harus
didasarkan pada pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung
Bendahara yang menyatakan bahwa sisa dana uang
persediaan tidak mencukupi.

Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan TU
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.

Dalam hal Tambahan Uang persediaan (TU) tidak habis
digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa TU yang ada
pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke Rekening
Kas Umum Daerah.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak
dapat lagi diberikan Tambahan Uang (TU).

Pasal 7

Penetapan batasan jumlah pengajuan SPP Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat
Pengelola keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan
rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Oktober 2013.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Oktober 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.8i
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013 NOMOR
55




LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 55 TANGGAL 9 OKTOBER 2013

TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN, SPP
GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIATAHUN ANGGARAN 2013.

NO. SKPD OB
(Rp.)
1. SEKRETARIAT KORPRI 416.000.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

~ i

RITA WIDYASARI




